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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup, mengidentifikasi hambatan dalam pengendalian kotoran
hewan (kohe), serta menghasilkan model implementasi kebijakan yang berkelanjutan di
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan. Kotoran hewan menjadi isu publik
karena mempunyai dampak yang sangat besar sehingga memerlukan penangan yang
sangat serius terkait isu kebijakan, fasilitas dan edukasi kepada Masyarakat. Edukasi
dilaksanakan merupakan suatu proses dimana memberikan pemahaman pengetahuan dan
keterampilan kepada seseorang atau sekelompok agar mereka dapat memahami yang
dituangkan dalam cara bertindak dan berperilaku.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana data
dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis
data dilakukan dengan menggunakan kerangka kerja implementasi kebijakan model
Thomas B. Smith yang meliputi Idealized Policy, Target Group, Implementing
Organization, dan Environmental Factors.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan saat ini bersifat integratif
dan multidimensi, yang menggabungkan instrumen regulasi oleh Dinas Lingkungan
Hidup dan instrumen pemberdayaan oleh Dinas Perikanan dan Peternakan. Namun,
efektivitasnya masih terhambat oleh faktor struktural, institusional, dan kultural, seperti
keterbatasan infrastruktur IPAL, anggaran, serta kebiasaan tradisional peternak dalam
membuang limbah ke aliran air. Masalah utamanya terletak pada respons birokrasi yang
seringkali lambat dan terkesan kurang tanggap saat ada keluhan atau laporan dari warga
mengenai dampak limbah. Dibutuhkan sistem pengawasan yang lebih cepat dan solutif
agar kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas.
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ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of environmental protection and
management policies, identify barriers to animal waste control (kohe), and develop a
sustainable policy implementation model at the Kuningan Regency Environmental
Agency. Animal waste has become a public issue because of its significant impact,
requiring serious attention to policy, facilities, and public education. Education is a
process that provides knowledge and skills to individuals or groups so they can
understand the implications of these practices in their actions and behaviors.

The method used was a qualitative case study approach, where data were collected
through in-depth interviews, observations, and documentation studies. Data analysis was
conducted using the Thomas B. Smith policy implementation framework, which includes
Idealized Policy, Target Group, Implementing Organization, and Environmental Factors.

The research results show that current policy implementation is integrative and
multidimensional, combining regulatory instruments from the Environmental Agency and
empowerment instruments from the Fisheries and Livestock Agency. However, its
effectiveness is still hampered by structural, institutional, and cultural factors, such as
limited wastewater treatment plant (WWTP) infrastructure, budget, and traditional
practices of livestock farmers discharging waste into waterways. The main problem lies
in the bureaucratic response, which is often slow and seems unresponsive to complaints
or reports from residents regarding the impacts of waste. A more rapid and solution-
oriented monitoring system is needed so that policies do not remain merely on paper.
Keywords: Policy, Implementation, Environment, Animal Waste.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Permasalahan kotoran hewan merupakan isu publik yang kompleks, terutama di daerah
dengan aktivitas peternakan tinggi. Dampaknya tidak hanya pada pencemaran lingkungan
(air, tanah, dan udara), tetapi juga menyentuh aspek kesehatan, sosial, ekonomi, serta tata
kelola pemerintahan. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan pendekatan kebijakan
yang komprehensif, meliputi regulasi, penyediaan fasilitas, serta edukasi kepada
masyarakat.

Di Kabupaten Kuningan, khususnya Kecamatan Cigugur, produksi limbah kotoran sapi
mencapai £248 ton per hari dengan populasi ternak lebih dari 7.000 ekor. Limbah yang
tidak terkelola dengan baik telah menimbulkan pencemaran lingkungan, bau menyengat,
serta konflik sosial di masyarakat. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara
kebijakan yang telah ditetapkan dengan implementasinya di lapangan (policy gap).

Di sisi lain, kotoran hewan memiliki potensi strategis sebagai sumber daya ekonomi,
seperti pupuk organik, biogas, dan energi terbarukan. Pemanfaatan limbah ini dapat
menjadi solusi atas permasalahan lain, seperti kelangkaan pupuk subsidi, meningkatnya
biaya produksi pertanian, serta degradasi lahan akibat penggunaan pupuk kimia.
Meskipun secara normatif telah diatur dalam berbagai regulasi, seperti Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2009 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan, implementasi



kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur,
minimnya anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, lemahnya koordinasi antar
lembaga, serta belum optimalnya kemitraan dengan sektor swasta.

Selain itu, sinergitas kelembagaan antar instansi terkait masih belum optimal, sehingga
pengelolaan limbah ternak belum terintegrasi secara efektif. Kondisi ini menegaskan
pentingnya inovasi kebijakan berbasis kolaborasi melalui pendekatan co-creation dan
mass collaboration, yang melibatkan pemerintah, peternak, koperasi, akademisi, dan
masyarakat dalam pengelolaan limbah secara berkelanjutan.

2. Fokus dan Rumusan Masalah
Penelitian ini difokuskan pada implementasi kebijakan perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup daerah dalam pengendalian kotoran hewan melalui pendekatan
multi-aktor untuk mewujudkan lingkungan berkelanjutan di Kabupaten Kuningan.
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka peneliti merumuskan masalah
sebagai berikut :
1. Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dalam

pengendalian kotoran hewan?

2. Apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan tersebut?
3. Bagaimana model implementasi kebijakan yang efektif dan berkelanjutan?

3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dari penelitian ini diharapkan dapat:
1. Menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan limbah ternak
2. Mengidentifikasi hambatan implementasi
3. Mengembangkan model implementasi kebijakan yang berkelanjutan

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis

maupun secara praktis.

Secara Teoritis dapat Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi

publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan dan inovasi kebijakan

berbasis kolaborasi serta ekonomi sirkular,

Secara praktis:

1. Menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah

2. Memberikan panduan bagi peternak dan koperasi dalam pengelolaan limbah

3. Menjadi referensi bagi akademisi dalam pengembangan program pengabdian
masyarakat

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERFIKIR DAN HIPOTESIS
1. Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan landasan kuat bagi isu pengelolaan

kotoran hewan (kohe), khususnya di Kabupaten Kuningan:

e Sinergi & Inovasi: Penelitian menunjukkan bahwa kelemahan sinergi antar-
lembaga (UPTD) menjadi penghambat utama. Solusi yang ditawarkan adalah
kolaborasi multipihak dan inovasi kebijakan berbasis Co-Creation serta Mass
Collaboration.



e Aspek Teknis & Pemanfaatan: Fokus penelitian lain mencakup aspek teknis
seperti pelatihan alat pengolah kohe, pemanfaatan limbah menjadi pupuk organik
untuk kualitas tanah, serta konversi menjadi biogas untuk mendukung
keberlanjutan lingkungan.

e Pendekatan Global & Desa: Secara luas, pengelolaan limbah kini dipandang
dalam kerangka Circular Bioeconomy (ekonomi sirkular). Di tingkat lokal, peran
pemerintah desa sangat krusial sebagai mediator dan motivator kerja sama
masyarakat.

2. Konsep Administrasi Publik
Administrasi publik didefinisikan sebagai proses pengorganisasian sumber daya dan
personel untuk memformulasikan, mengimplementasikan, serta mengelola keputusan
kebijakan demi kepentingan publik.

Perkembangan Paradigma Administrasi Publik:

Perkembangan paradigma dalam ilmu administrasi publik menunjukkan pergeseran
cara pandang negara terhadap rakyatnya—dari subjek yang pasif hingga menjadi
mitra strategis. Berikut adalah uraian mendalam mengenai ketiga paradigma tersebut:

Old Public Administration atau OPA merupakan paradigma yang mendominasi tata
kelola pemerintahan di sebagian besar abad ke-20 dengan mengusung semangat
legalistik dan formal yang sangat kuat. Dalam model ini, pelayanan publik dipandang
sebagai kewenangan mutlak pemerintah yang dijalankan melalui struktur organisasi
hierarkis yang kaku, di mana seluruh instruksi dan perintah mengalir secara
sentralistik dari otoritas atas ke tingkat bawah. Karakteristik utamanya ditandai
dengan adanya pemisahan yang tegas antara politik dan administrasi, yang
memosisikan administrator publik hanya sebatas pelaksana teknis tanpa ruang untuk
melakukan inovasi atau mengambil keputusan strategis karena seluruh geraknya
dibatasi oleh aturan yang ditetapkan pejabat politik. Selain itu, paradigma ini
menerapkan model tertutup yang memandang masyarakat hanya sebagai penerima
layanan pasif tanpa adanya ruang dialog maupun partisipasi dalam perancangan
program, sehingga menciptakan jarak yang lebar antara birokrasi dan rakyat serta
memunculkan kesan pemerintahan yang dingin dan impersonal.

New Public Management atau NPM muncul pada medio 1980-an hingga 1990-an
sebagai bentuk protes terhadap birokrasi tradisional yang dianggap lamban, boros,
dan tidak efisien. Dalam paradigma ini, efisiensi ditempatkan sebagai panglima
dengan fokus utama pada hasil, di mana negara mulai mengadopsi teknik manajemen
sektor swasta seperti insentif berbasis kinerja, privatisasi, dan kompetisi antar-instansi
untuk mendongkrak efektivitas. Perubahan fundamental juga terjadi pada cara
pandang terhadap masyarakat, di mana warga negara tidak lagi disebut sebagai rakyat
melainkan pelanggan, sehingga pemerintah berusaha memberikan layanan cepat dan
berkualitas demi kepuasan pelanggan layaknya hubungan antara perusahaan dan
pembeli. Namun, NPM mendapatkan kritik tajam terkait keadilan sosial karena
obsesinya terhadap efisiensi biaya dan keuntungan ekonomi sering kali mengabaikan



prinsip demokrasi serta membuat layanan publik hanya bisa dinikmati secara
maksimal oleh mereka yang memiliki modal atau akses tertentu.

Sebagai koreksi atas kelemahan tersebut, muncul paradigma New Public Service atau
NPS yang dipelopori oleh Denhardt dan Denhardt dengan penekanan bahwa negara
bukanlah mesin bisnis melainkan pelayan publik. NPS menegaskan bahwa rakyat
adalah pemilik kedaulatan yang sah dan merupakan warga negara seutuhnya, bukan
sekadar pelanggan yang bisa diabaikan jika tidak menguntungkan secara ekonomi,
karena jati diri mereka melibatkan nilai, kepercayaan, serta kepedulian sosial yang
mendalam. Dalam kerangka ini, tugas administrator publik bukan lagi sekadar
mengemudikan atau menjalankan roda pemerintahan, melainkan melayani dengan
cara memfasilitasi dialog, membangun konsensus, dan memastikan kepentingan
publik tercapai melalui partisipasi aktif warga. Akuntabilitas dalam NPS pun menjadi
lebih kompleks karena tidak hanya terbatas pada efisiensi anggaran, tetapi juga
mencakup kepatuhan pada konstitusi, hukum, nilai komunitas, dan norma profesional
demi menciptakan kebaikan bersama melalui proses yang transparan serta
demokratis. Pada akhirnya, administrasi publik berfungsi sebagai jembatan strategis
untuk mencapai tujuan program yang ditetapkan pembuat kebijakan politik, di mana
keberhasilannya sangat bergantung pada proses kerja sama yang rasional, manusiawi,
dan terintegrasi antara pemerintah dan masyarakat.

3. Kerangka Berpikir
Proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari
institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah, diukur keberhasilan kinerjanya
berdasarkan variable : (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal, (2) kapasitas
pusat/negara, dan (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah. Cara berpikir
tersebut memberikan pendekatan yang berguna untuk memahami bagaimana dan
mengapa kebijakan federal dapat memiliki pengaruh yang bervariasi terhadap proses
implementasi Goggin, et.al (1990: 32). Menurut Goggin, et.al (1990: 74) mengatakan
bahwa dalam implementasi kebijakan harus memperhatikan tiga hal, yakni : 1). Isi pesan
kebijakan (the content of the policy message); 2). Bentuk pesan kebijakan (the form of
the policy message it self); serta 3). Persepsi tentang pimpinan atau reputasi komunikator
(the reputation of the communicators). Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul
manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baiak oleh kelompok
sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu terwujud.
Implementasi kebijakan menurut Thomas B. Smith adalah salah satu teori

penting dalam studi kebijakan publik. Dalam kerangka berpikirnya yang terkenal, Smith
mengembangkan Model Implementasi Interaktif, yang menunjukkan bahwa
keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh interaksi antara berbagai
variabeldalam proses kebijakan. Berikut adalah komponen utama dalam Model
Implementasi Kebijakan menurut Smith dalam Tachjan (2006: 37).
1. Idealized Policy (Kebijakan yang Diidealkan). Yakni pola-pola interaksi ideal yang

telah mereka definisikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan.
2. Target Group (Kelompok Sasaran). Yaitu mereka (orang-orang) yang paling

langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi

sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan.



3. Implementing Organization (Organisasi Pelaksana). Yaitu badan-badan pelaksana
atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi
kebijakan.

4. Environmental Factors (Faktor Lingkungan). Yakni unsur-unsur dalam lingkungan
yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek
budaya, sosial, ekonomi dan politik.

Menurut Thomas B. Smith adalah salah satu teori penting dalam studi kebijakan
publik adalah: ”When analyzing the results, public documents such as public
communication, original policy documents, media articles are combined with primary
data | gained, to give a more clear and deep discussion.”

Implementing Target
Organization Group
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Gambar : The Smith Policy-Implementing-Process Framework.
Berdasarkan gambar di atas maka The Smith Policy-Implementing-Process
Framework the Smith model adalah sebagai berikut :

“Was used as the theoretical framework to provide a complete analysis of policy
implementation hindrances regarding idealized policy, implementing
organization, target group, and environmental factors. According to the survey
results, there were 10 main hindrances including the problem with policy design,
such as simplified policy goal and one-size-fits-all problem; the lack of flexibility,
excessive implementation by the implementing organization, target group’s weak
environmental awareness, insufficient economic incentives, and low level of
participation and policy understanding; several environmental factors, such as
the imperfect supervision and performance evaluation mechanism, the ineffective
market mechanism, limited gas resource channels, and insufficient
infrastructure.”

Kebijakan secara teoritis merupakan serangkaian tindakan yang mempunyai
tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok
pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu, Model lain dari ahli dalam



implementasi kebijakan dapat diambil dari Model Edward 111 (1980) dalam Agustino,
(2014 140-150), berdasarkan kedua pertanyaan ini dirumuskan empat variable atau
faktor yang merupakan syarat-syarat terpenting guna berhasilnya proses implementasi
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Sumber: Edward 111 (1980)
Gambar: Model Edward 111

Adapun alasan pemilihan teori dari Smith Adalah:

1. Teori ini mampu menjelaskan proses implementasi kebijakan secara komprehensif
dengan menekankan hubungan antara kebijakan ideal (idealized policy), organisasi
pelaksana, kelompok sasaran, dan faktor lingkungan.

2. Model ini relevan dengan fokus penelitian yang mengkaji pelaksanaan kebijakan di
tingkat implementasi, di mana sering terjadi ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan
dan realitas di lapangan.

3. Teori Smith memberikan kerangka analisis yang jelas untuk mengidentifikasi potensi
konflik, resistensi, serta interaksi antaraktor dalam proses implementasi kebijakan,
sehingga membantu peneliti dalam menganalisis faktor-faktor yang sistematis.

Berdasarkan Kerangka pemikiran dapat di gambarkan pada gambar sebagai berikut
di bawah ini:
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4. Proposisi

1.

Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup Daerah Untuk Mewujudkan Ramah Lingkungan Berkelanjutan Di Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan (Studi Kasus Pengendalian Kotoran
Hewan ) akan berjalan efektif.

Hambatan Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah Untuk Mewujudkan Ramah Lingkungan
Berkelanjutan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan dalam Kasus
Pengendalian Kotoran Hewan dintaranya ancaman kulaitas lingkungan, peraturan
daerah belum mandiri, pengawasan kurang, program yang kurang berkelanjutan,
kurangnya pendampingan.

Mengembangkan Model Implementasi Kebijakan Tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah Untuk Mewujudkan Ramah Lingkungan Berkelanjutan di
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kuningan dalam Kasus Pengendalian Kotoran
Hewan dengan menggunakan model implementasi kebijaka diantaranya. Idealized Policy
(Kebijakan yang Dikonsepsikan). Target Group (Kelompok Sasaran), Implementing
Organization (Organisasi Pelaksana), Environmental Factors (Faktor Lingkungan).



METODE PENELITIAN

1. Pendekatan dan Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis.
Sejalan dengan pandangan Sugiyono (2001), metode deskriptif bertujuan
menggambarkan fenomena yang sedang berlangsung saat penelitian dilaksanakan.
Pendekatan kualitatif dipilih untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata
tertulis maupun lisan guna memahami perilaku manusia dan fungsionalisasi
organisasi secara mendalam (Moleong, 2009; Sukidin, 2003). Dalam studi
administrasi publik, metode ini sangat efektif untuk menggali makna di balik fakta
empiris terkait proses implementasi kebijakan perlindungan lingkungan hidup di
Kabupaten Kuningan.

2. Operasionalisasi Parameter
Analisis penelitian ini didasarkan pada Model Implementasi Smith, yang mengkaji
hubungan antar-variabel dalam pelaksanaan kebijakan. Parameter operasional
disesuaikan untuk membedah pengendalian kotoran hewan melalui empat variabel
utama:
Idealized Policy (Kebijakan yang Dikonsepsikan): Menilai kejelasan bentuk, dasar
hukum, dan tujuan Perda pengendalian limbah peternakan dalam mendukung visi
kabupaten konservasi.
Target Group (Kelompok Sasaran): Menganalisis respons, tingkat resistensi, serta
hambatan dari para peternak sapi di lapangan.
Implementing Organization (Organisasi Pelaksana): Menelaah kapasitas SDM,
ketersediaan anggaran, koordinasi antarlembaga, serta potensi distorsi kebijakan oleh
Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait.
Environmental Factors (Faktor Lingkungan): Mengkaji pengaruh aspek sosial,
ekonomi, budaya, dan politik lokal terhadap transformasi limbah menjadi komoditas
ekonomi.

3. Teknik Pengumpulan Data
Data dikumpulkan melalui interaksi langsung di lapangan dengan teknik sebagai
berikut:
Wawancara Mendalam (In-Depth Interview): Menggunakan pendekatan semi-
terstruktur kepada informan kunci yang terdiri dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup,
UPTD Perikanan dan Peternakan, aparat Kecamatan Cigugur/Kelurahan Cipari,
pengurus KSU, serta peternak sapi.
Observasi Lapangan: Dilakukan secara non-partisipatif terhadap proses pengolahan
limbah (komposter, biodigester), pola interaksi multipihak, serta dampak lingkungan
yang tampak (kebersihan dan bau).
Studi Dokumentasi: Menelaah Peraturan Daerah, SOP pengelolaan limbah, laporan
monitoring, serta dokumen kerja sama (MoU) yang relevan.

4. Teknik Analisis Data
Proses analisis data mengikuti model interaktif dari Miles dan Huberman (2002)
yang terdiri dari empat tahapan yang berjalan secara siklis:
Pengumpulan Data: Menghimpun informasi melalui wawancara dan observasi.



Reduksi Data: Menyederhanakan, merangkum, dan memfokuskan data pada hal-hal
pokok yang relevan dengan tujuan penelitian.

Penyajian Data: Menyusun informasi dalam bentuk teks naratif dan tabel agar pola
hubungan mudah dipahami.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi: Melakukan interpretasi rasional terhadap data
yang terkategori untuk menemukan hubungan kausal atau interaksi antaraktor.

Validasi dan Kredibilitas Data

Akurasi temuan dipastikan melalui dua strategi utama:

Member Checking: Mendiskusikan kembali temuan dengan informan di lokasi
penelitian untuk memverifikasi kebenaran interpretasi peneliti.

Triangulasi: Menggabungkan berbagai sumber data (aktor pemerintah vs peternak),
teknik (wawancara vs observasi), serta waktu pengumpulan data untuk menjaga
stabilitas dan konsistensi informasi (dependability).

Lokasi dan Informan Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan secara sengaja (purposive) di Kecamatan Cigugur,
khususnya Kelurahan Cipari, Kabupaten Kuningan. Wilayah ini dipilih karena
merupakan sentra populasi sapi perah yang intensif dan menjadi titik fokus
implementasi inovasi ekonomi sirkular berbasis kolaborasi multipihak antara
pemerintah dan koperasi lokal (KSU).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1.

2.

Gambaran Umum Lokasi: Kabupaten Kuningan sebagai Daerah Konservasi
Kabupaten Kuningan memiliki peran strategis sebagai penyangga ekologis di Jawa
Barat, khususnya sebagai water catchment area bagi wilayah Cirebon hingga Jawa
Tengah. Dengan elevasi 600-1.200 mdpl di kaki Gunung Ciremai, wilayah ini secara
alami mendukung sektor peternakan sapi perah, terutama di Kecamatan Cigugur
(Kelurahan Cipari).

Namun, keberhasilan ekonomi sektor ini (menyumbang 23,73% PDRB pertanian)
menyisakan tantangan lingkungan berupa limbah kotoran hewan (kohe) yang
mencapai £248 ton per hari. Sebagai "Kabupaten Konservasi" sejak 2006, Kuningan
dituntut untuk menyelaraskan produktivitas ternak dengan kelestarian ekosistem.

Analisis Kebijakan PPLH Daerah

Kebijakan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) diatur melalui

Perda No. 7 Tahun 2014. Menggunakan model implementasi Thomas B. Smith,

ditemukan empat dinamika utama:

o Idealized Policy: Visi "Kuningan Melesat" (2025-2029) berupaya mengubah
limbah dari beban menjadi aset strategis (green input).

o Implementing Organization: Melibatkan DLH, Diskanak, dan UPTD. Kendala
utama terletak pada lemahnya mekanisme cost-sharing infrastruktur.

o Target Group: Peternak rakyat sering kali mengalami policy gap—memahami
aturan larangan membuang limbah, namun terkendala kemampuan finansial
membangun IPAL mandiri.
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« Environmental Factors: Status daerah konservasi memberikan tekanan politik
positif untuk konsisten pada jalur pembangunan hijau.

3. Transformasi ""Limbah Jadi Berkah'': Model Ekonomi Sirkular
Implementasi ramah lingkungan difokuskan pada paradigma circular economy.
Melalui prinsip Co-Creation, pemerintah berkolaborasi dengan KSU Karya Nugraha
dan akademisi untuk menghasilkan produk bernilai ekonomi:

Jenis Pengolahan Produk Akhir Manfaat Strategis
Fermentasi Biogas Energi terbarukan & reduksi emisi
Anaerob metana
Pengomposan Pupuk Organik Padat | Perbaikan struktur tanah &

Masif substitusi pupuk kimia
Budidaya Maggot | Protein Pakan & Dekomposisi cepat & pakan
Kasgot alternatif

Inisiatif ini menjadi solusi atas kelangkaan pupuk subsidi (Permentan No. 10/2022)
sekaligus menjaga Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

4. Hambatan Implementasi: Struktural, Institusional, dan Kultural
Meskipun didukung modal sosial (gotong royong) yang kuat, penelitian
mengidentifikasi tiga hambatan kritis:
Hambatan Struktural: Keterbatasan modal peternak untuk investasi IPAL. Biaya
pakan yang tinggi menggerus margin keuntungan, membuat investasi infrastruktur
lingkungan bersifat non-revenue generating sulit dilakukan tanpa subsidi.
Hambatan Institusional: Kurangnya koordinasi berkelanjutan antar-instansi (ego
sektoral) dan minimnya akses terhadap teknologi tepat guna.
Hambatan Kultural: Kebiasaan lama membuang limbah ke saluran air karena
dianggap lebih praktis dan hemat tenaga.

5. Strategi Pengembangan Model ke Depan

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) berperan sebagai motor penggerak dengan langkah-

langkah strategis:

o Regulasi Responsif: Mengintegrasikan Perda Lingkungan dengan kebijakan
ketahanan pangan untuk menciptakan nilai ekonomi kohe.

o Fasilitasi IPAL Komunal: Mengalihkan beban investasi individu menjadi
tanggung jawab bersama melalui infrastruktur terpusat di sentra peternakan.

 Internalisasi Nilai: Mengintegrasikan program "Seruling” (Siswa Baru Peduli
Lingkungan) dan "PPL" (Pengantin Peduli Lingkungan) untuk membangun
kesadaran kolektif sejak dini.

Implementasi kebijakan lingkungan di Kabupaten Kuningan harus bergeser dari

sekadar pelarangan (punitive) menjadi fasilitasi (insentif). Transformasi limbah

melalui model kolaborasi massal (mass collaboration) antara pemerintah, koperasi,

dan masyarakat adalah kunci untuk mewujudkan peternakan yang ramah lingkungan

dan berkelanjutan.
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KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan
Konsepsi Kebijakan: Kebijakan telah disusun secara integratif (mengacu pada UU
No. 32/2009 dan Perda No. 7/2014), namun praktiknya di lapangan masih bersifat
responsif (menunggu aduan) ketimbang preventif (pencegahan sistematis).
Tiga Hambatan Utama:

Struktural: Kurangnya infrastruktur fisik (IPAL komunal) dan keterbatasan
modal peternak.

Institusional: Lemahnya koordinasi antar-instansi serta keterbatasan
anggaran dan personil pendamping teknis.

Kultural: Pola pikir tradisional yang menganggap limbah sebagai beban,
bukan peluang ekonomi.

Kebutuhan Mendesak: Implementasi kebijakan membutuhkan insentif nyata
(subsidi alat dan kemudahan birokrasi) serta respons birokrasi yang lebih cepat
agar kebijakan tidak sekadar menjadi dokumen formal di atas kertas.

2. Rekomendasi Strategis (Saran)

a.

Penguatan Infrastruktur & Anggaran: Pemerintah Daerah perlu
memprioritaskan anggaran untuk pembangunan IPAL komunal di titik kritis
dan memperkuat koordinasi formal lintas dinas.

Transformasi Edukasi: Dinas Lingkungan Hidup harus mengubah pola
sosialisasi dari ancaman sanksi menjadi edukasi berbasis manfaat ekonomi
(ekonomi sirkular).

Pemberdayaan Koperasi (KSU): Menjadikan koperasi sebagai pusat teknologi
dan pemasaran hasil olahan limbah untuk membantu peternak rakyat.

Aksi Proaktif Peternak: Mendorong peternak untuk mulai mengadopsi
teknologi pengolahan sederhana melalui skema kolaborasi.

Penelitian Lanjutan: Diperlukan studi mendalam mengenai nilai ekonomi dan
efektivitas pasar produk turunan kohe (pupuk/biogas) guna menjamin
keberlangsungan model bisnisnya.
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